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Kasus atau perkara Nomor 16/Tahun 2008/ BASYARNAS/ Ka.Jak, bahwa 
PT. Atriumasta Sakti mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Syariah Mandiri 
sebagai Termohon telah melakukan cidera janji dengan tidak merealisasikan 
pencairan pembiayaan terhadap Pemohon. Dalam putusannya Majelis Arbiter 
Basyarnas mengabulkan permohonan PT. Atriumasta Sakti, dan menyatakan 
bahwa PT. Bank Syariah Mandiri melakukan ingkar janji/cidera janji dengan tidak 
mencairkan dana pembiayaan murabahah yang diajukan oleh pemohon (PT. 
Atriumasta Sakti) sesuai dengan akad yang sudah disetujui bersama. Dengan 
putusan tersebut, maka PT. Bank Syariah Mandiri harus melaksanakan perjanjian 
yang sudah disepakati bersama. Namun PT. Bank Syariah Mandiri tidak dapat 
menerima putusan dari Majelis Arbiter Basyarnas, dan mengajukan pembatalan 
pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana tinjauan yuridis tentang pembatalan putusan Majelis Arbiter oleh 
Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian sengketa transaksi 
Perbankan Syariah, dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan putusan Majelis 
Arbiter pada Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap menyelesaikan sengketa 
antara PT. Atriumasta Sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri. 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian 
hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan 
tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis arbiter dalam sengketa perbankan 
syariah pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini dilakukan 
melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. 
Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan 
konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, 
penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang 
jelas tentang tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis arbiter oleh Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta akibat 
hukum pembatalan putusan majelis arbiter Basyarnas dalam penyelesaian 
sengketa perbankan syariah. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tinjauan yuridis tentang 
pembatalan putusan Majelis Arbiter oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam 
penyelesaian sengketa transaksi Perbankan Syariah, antara PT. Atriumasta Sakti 
dengan PT. Bank Syariah Mandiri adalah bahwa, pembatalan putusan Basyarnas 
oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT. Bank Syariah 
Mandiri adalah tidak sah, karena putusan Basyarnas tersebut adalah putusan final 
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dan mengikat. Pembatalan tersebut baru dapat dilakukan apabila sudah ada 
putusan pengadilan yang menyatakan bahwa putusan tersebut didasarkan kepada 
tipu muslihat. Pengajuan pembatalan tersebut seharusnya diajukan kepada 
Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk 
membatalkan putusan tersebut. oleh karena itu secara hukum kedua belah pihak 
harus mengikuti putusan Basyarnas, karena merupakan penyelesaian sengketa 
yang sudah dipilih oleh kedua belah pihak. 
Akibat hukum dari pembatalan putusan Majelis Arbiter pada Badan 
Arbitrase Syariah Nasional terhadap menyelesaikan sengketa antara PT. 
Atriumasta Sakti dengan PT. Bank Syariah Mandiri oleh Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat adalah, menimbulkan kerugian bagi PT Atriumasta Sakti karena 
tidak dapat melanjutkan program usahanya karena tidak mendapatkan tambahan 
dana pembiayaan murabahah sebagaimana yang telah disepakati oleh PT. Bank 
Syariah Mandiri. Di sampingi itu juga secara hukum kedua belah pihak belum 
mendapatkan kejelasan pihak yang paling berhak dan pihak yang benar, karena 
harus menunggu terlebih dahulu proses hukum selanjutnya yakni harus 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan mengajukan permohonan 
berdasarkan putusan Basyarnas dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
 
